sehingga baik dari segi pengemudi, penumpang maupun aparat penegak hukum

memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan penegakan hukum.

BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan Becak Motor sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta
merupakan hal illegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta tidak ada pengaturan
terkait dengan pengoperasian ataupun standar untuk modifikasi Kendaraan
Bermotor tersebut. Serta dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong
juga tidak ditemui pengaturan mengenai Pengoperasian Bentor di Daerah Istimewa
Yogyakarta dan dapat dipastikan kedepannya Bentor tetap tidak akan diberikan
izin untuk beroperasi sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.

Bahwa upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan
melakukan pendataan terhadap becak motor, guna untuk mengontrol jumlah becak
motor yang beredar di Kota Yogyakarta, serta mengupayakan jalan keluar terhadap
pengemudi Becak Motor yang beresiko kehilangan pekerjaannya setelah ada

larangan keras terkait pengoperasian Becak Motor dengan cara melakukan invoasi
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terhadap becak yang diberikan tenaga penggerak dari Listrik, serta mengajukan
“payung hukum” terhadap keberadaan becak listrik tersebut. Sedangkan upaya
yang dapat dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas adalah melakukan penertiban
kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor karena Bentor dipandang sebagai
Kendaraan Bermotor, sehingga tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu
terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,
tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi, martabat bangsa,
etika berlalu lintas dan budaya bangsa, serta penegakan dan kepastian hukum bagi

masyarakat.

B. Saran

Untuk Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, perlu adanya aturan yang tegas dan
jelas terkait keberadaan bentor di Kota Yogyakarta, apabila kendaraan tersebut illegal,
berikan aturan yang tegas untuk penegakannya, sehingga aparat penegak hukum juga
memiliki landasan yang kuat untuk melalukan penegakan hukum, serta diberikan solusi
kepada pengemudi bentor yang kehilangan pekerjaannya seperti mengeluarkan Perda
untuk melegalkan pengoperasian becak hybrid yang sudah dirancang oleh Dinas

Perhubungan Kota Yogyakarta.
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Untuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, perlu dilakukan kontrol terhadap
kelayakan kendaraan Bentor sendiri, walaupun belum memiliki standar yang jelas
untuk bentor tersebut, tetapi tetap harus dilakukan pengawasan terhadap kondisi
kendaraan karena bentor. Apabla memang tidak dapat ditindak dengan penyitaan
terhadap bentor tersebut setidaknya bentor tetap perlu diawasi karena bentor beroperasi
sebagai angkutan umum yang bertanggung jawab terhadap penumpang pengguna jasa

bentor di Kota Yogyakarta
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